KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROPINS| SULAWES! SELATAN
JI. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459,834917
MAKASSAR-90122

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
' PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 1720 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUIUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASATL TSANAWIYAH SWASTA
DAN NOMOR STATISTIE MTS AL-KHAERAT BULO-BULOA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAIl KEMENTERIAN AGAMA

| PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL

Meinhaca - @ Surat Kepala Kanlor Kementerdan  Apama Kabupaten Batiseng Nomor Kd.21.11/5-
aKp.02.3/1597/2014 tangpal 15 Desember 2014 perthal Rekomendasi Iein Operasgonal
. MTs Al-Khairat Bulo-Buloa Kabupaten Bantacng,
b. Surat Rckomendssi Kepala Iesa Borongloe Nomor: 203/BRUKPIAI014 timgpal 15
Oktober 2014

¢ Surst Rekomendzsi Camat Pajukukeng Nowwr527/KPL02014 Tanppal 15 Okipber 2074

Menimbang ;a2 Bghwa dalam rangka pembinasn Madrasah dipandsng  perlu untuk memberikan perselijuan
penditian terhadsp Madrassh Swasta dilingkungar Kantor Wilaysh Kementedian Apama

Propinsi Sulawesi Selaten,
. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dug lampirsn surat keputusan i

memenuhi  persyaratan yang ditentukan untuk  diteerikan persctujuan monyvelengparakan
Pessdacikan.,

Mlenpingat - 1. Undang-Undang Republik Indonesia Momar © 20 Tabun 2003 tentang  Sisin Pendidikan

Masional;

2. Undmng —Undamg Momor 14 Tahon 2005 tenfame porn dan dosdn;

3. Peraturan Pemerintah Momor 19 Tahun 2005 tentang Standar Masinal Pendidikan Pedoman

. Pengawasan Untuk Madrasali den Sckolah Umunn;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahu 2007 tentang Pendidikan Apama den Pendidilean
Keagamaan;

3. Peratmran Pemerintah Momor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
Peraturan Pemerintah Momor 74 Tahun 2008 tentang guny

7. Perameran Pemenntal No 65 Talen 2005 tesitang, Pedoman Penyusunan dan petierapan Standar
Pelayanan Minimal :

B. Pemturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan penyelengparsan
pendidilan:

. Peraturan Presiden Mo 47 Talum 2009 tettan Pembentukan Organisasi Kementerian Negarm;

10, Peraturan Menteri Agama No 10 Tahm 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agaiu, -

11, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Talun 2012 tentang pengawas Madraseh dan Pengawss
Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;

12. Peraturan Pemcrintall Mo 17 Tahun 2000 tenlang  Pengelolaan don  Penyelenggaronm
Pendidilian

I3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 Tahon 209 tentang sistem Penjarminan
Mutn Pendidikan;
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- Direkdur Pendidikan Madrasal di Jakarta;
- Kepals Kantor Kementerian Agama Kabuputen Bantacnp:
- Wayasan Al-Khaerat Bulo-Bulog

I4. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Talun 2010 tenleng tugas pokok den furgsi pengawas
Pendidilean Agama Islam

15. Peraturan Menteri Agama Nomor
Madrasah

16, Peraturan Menteri Apama Nomor 13 tahun 202 tenleng orpenisasi dan tata Kerja instansi
vertikal

90 tehun 2013 teitang  Penyelenggaraan Pendidikan

2. Moia Usnl Kepala Bidang Mapenda Islam Nomor: 1065 tanggal 31 Desember 2014, Hasil
verifikasi [zin Operasional Madrasah, Saran dan rendapat Kepala Bidang Pendidikan Madrsal
Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawes) Selatan,

MEMUTUSK AN

KEPLITUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  PROPINSI
SULAWES]I SELATAN TENTANGG  PERSETUIUAN PEMDIRIAN MADRASATL

TSANAWIYAH SWASTA DILINGEUNGAN KANTOR WILAYAH EKEMENTERIAN
AGAMA PROPINSI SULAWES] SELATAN,

Memnberikan persetujuan atas pendirian / Izin Cperasional Madrasah Tsenawiyah Swasta vang
tercanium dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.

Madrasah Tsanawivah Swasta seperti dimaksud dalam dikmm peniama distas diberikan staius
sebagai Madrasah terdaftar. diberikan notmor Slatistik Madrassh sepert tercanium dalas kolom 3,
dibesikan Piagam Pendirian Mudrasaly Swaste dengan Momor Pisgan tercantum dalam kolom 4
lampiran Surat Keputusan ini dan berlak metvelengearakan Pendidikan

Apabila dalam penvelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut sepert yunyg tercantum pada
kolom 2 fampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratun yang ditentukan maka
keputusan ini akan diubah dan ditinjan kembali sehagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini dibenk

an kepada Madrasah vang bersangkuten  anmk dipergunakan
sebagaimana mestinya,

Ditetapkan ¢ Makassar
ek 31 Desember 2014




